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ABSTRAK

Nama : Vania Angela Sebastian

NPM : 2013 200 066

Program Studi : llmu Hukum

Judul : “TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN SURAT WASIAT

UMUM YANG MINUTANYA TIDAK
DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU
PEMBUATNYA”

Lahir dan mati adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan
manusia yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Meninggalnya seseorang
akan menimbulkan suatu permasalah hukum mengenai status harta benda yang
ditinggalkannya atau harta warisan. Bidang hukum yang mengatur mengenai hal
pewarisan disebut dengan Hukum Waris. Pewarisan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dapat terjadi berdasarkan undang-undang (ab intestato)
atau pewarisan berdasarkan wasiat (ad testamento). Pewarisan dengan wasiat atau
testamen merupakan hak seseorang untuk menentukan apa yang akan terjadi
dengan harta kekayaan miliknya setelah yang bersangkutan meninggal dunia
sepanjang hal tersebut tidak dilarang undang-undang. Pembuatan suatu surat wasiat
selalu melibatkan peran Notaris, baik dalam pembuatannya maupun
penyimpanannya. Notaris merupakan pejabat publik yang berkewajiban untuk
membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada
aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014, dan Kode Etik Notaris. Tidak dipenuhinya kewajiban Notaris
dalam pembuatan suatu akta dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta yang
dibuatnya, demikian pula dengan tidak tidak ditandatanganinya minuta surat wasiat
umum oleh Notaris. Di sisi lain, protokol Notaris yang meninggal dunia haruslah
diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol. Menjadi suatu permasalah Hukum
apabila protokol surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh Notaris
pembuatnya tadi telah beralih ke Notaris Penerima Protokol.

Kata Kunci: pewarisan dengan wasiat, surat wasiat umum, Notaris, kewajiban
Notaris, Notaris Penerima Protokol, Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014.
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yang tidak ditandatangani oleh Notaris selaku pembuatnya.
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pada Penulisan Hukum ini, Penulis juga mencoba untuk mengkaji mengenai upaya
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tidak ditandatanganinya surat wasiat tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai jenis kebutuhan dalam
hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan bekerja
dan memperoleh pendapatan. Disamping untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,
pendapatan yang diperoleh juga dapat disimpan untuk kebutuhan di masa depan
yaitu dengan cara ditabung. Harta kekayaan seseorang yang ditabung memiliki
berbagai macam fungsi, misalnya untuk meningkatkan taraf hidup, sebagai
cadangan dana di masa depan apabila terjadi pengeluaran yang tak terduga, ataupun

nantinya diwariskan kepada orang lain.

Dalam kehidupan manusia selalu terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dapat
menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Salah satunya adalah peristiwa
kematian. Kematian seseorang akan menimbulkan suatu permasalahan hukum
mengenai status harta benda yang ditinggalkannya atau yang disebut dengan harta
warisan. Pada prinsipnya, pewarisan akan terjadi setelah adanya kematian. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
akan disebut KUH Perdata) yang berbunyi:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Bidang hukum yang mengatur mengenai hal pewarisan ini disebut dengan Hukum
Waris. Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Harta Kekayaan yang juga erat

hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang



diatur Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah dan karena

perkawinan.?

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang
ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada
asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan
atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Namun, terdapat beberapa hak dalam
lapangan hukum kekeluargaan yang dinyatakan oleh Undang-Undang dapat

diwarisi oleh ahli warisnya.?

Hukum Waris diatur dalam Buku Il KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 830 sampai
dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Buku 1l KUH Perdata tersebut berkaitan dengan
Hukum Kebendaan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku Il KUH Perdata
dengan alasan:

a. Hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 528 KUH Perdata;

b. Pewarisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan,
yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata dikenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu sistem
pewarisan ab intestato dan sistem pewarisan testamenter. Sistem pewarisan
ab intestato merupakan pewarisan menurut ketentuan Undang-Undang tanpa surat
wasiat. Berdasarkan sistem pewarisan ab intestato ini, yang berhak menerima
warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami/istri.
Sedangkan sistem pewarisan testamenter merupakan pewarisan dengan menunjuk

ahli waris melalui surat wasiat.

! GREGOR VAN DER BURGHT, diterjemahkan oleh F. Tengker, HukuM WARIS BUKU KESATU 8
(Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995).
2 EFFENDI PERANGIN, HUKUM WARIS 3 (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014).
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Sistem pewarisan testamenter dikenal dengan sistem pewarisan menurut surat
wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi;
“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang

tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat
dicabut kembali olehnya.”

Pemberian melalui testamen kepada orang tertentu atas barang-barang tertentu
disebut legaat dan si penerima legaat disebut legataris. Sementara penunjukkan
seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen atau wasiat disebut

erfstelling.?

Menurut Djaja Meliala dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata dalam
Perspektif BW”, terdapat beberapa unsur dari surat wasiat. Unsur-unsur tersebut
antara lain adalah suatu surat wasiat hanya dapat berlaku setelah pewaris meninggal
dunia, sehingga apabila surat wasiat belum berlaku, maka masih dapat dicabut
kembali oleh pewaris yang dalam hal ini adalah pembuat surat wasiat tersebut.
Proses pewarisan juga merupakan proses beralihnya harta kekayaan, baik hak dan
kewajiban seseorang kepada para ahli warisnya. Jadi, pewarisan terjadi jika pewaris

telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.*

Pada Pasal 874 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah
kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai
hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”

Pengaturan dalam KUH Perdata ini bersifat sebagai pelengkap dalam pembagian
harta warisan. Maka mungkin saja terjadi, bahwa suatu warisan sebagian dibagi
berdasarkan testament dan sebagian dibagi berdasarkan pewarisan menurut

Undang-Undang.®

Dalam Pasal 913 KUH Perdata dikenal 3 (tiga) bentuk surat wasiat, yaitu:

3 J.SATRIO, HUKUM WARIS 9 (Alumni, Bandung, 1992).

4 EFFENDI PERANGIN, supra catatan no. 2, pada 3.

> HARTONO SOERJOPRATIKNJO, HUKUM WARIS TESTAMENTER 2 (Seksi Notariat Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982).
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a. Surat Wasiat Olografis (Olographis Testament): merupakan surat wasiat
yang ditulis oleh pewaris yang meninggalkan harta warisan itu sendiri
yang kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan dan dalam
proses penyerahannya harus dihadiri 2 (dua) orang saksi.

b. Surat Wasiat Rahasia (Geheim Testament): merupakan surat wasiat
yang dalam proses penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri 4
(empat) orang saksi dan haruslah dibuat tertutup dan tersegel.

c. Surat Wasiat Terbuka atau Umum (Openbaar Testament): merupakan
surat wasiat yang mana seorang pewaris yang hendak membuat surat
wasiat datang menghadap Notaris dan menyatakan kehendaknya.
Selanjutnya, Notaris tersebut akan membuat surat wasiat tersebut dan

proses pembuatannya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Namun dalam penelitian ini, Penulis hanya akan membahas mengenai surat wasiat
terbuka atau umum (Openbaar Testament) yang selanjutnya akan disebut dengan
surat wasiat umum, karena pada surat wasiat jenis ini, Notaris sendirilah yang
menuliskan atau menyuruh tuliskan surat wasiat. Dengan demikian, Notaris tahu

pasti isi dari surat wasiat tersebut.

Suatu surat wasiat diyakini bersifat pribadi sehingga dalam pembuatannya pun
harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh
orang lain. Pembuatan surat wasiat juga merupakan perbuatan hukum sepihak, yang
artinya tidak perlu ada persetujuan pihak lain dalam pembuatannya. Unsur yang
tidak kalah penting adalah bahwa surat wasiat haruslah dibuat dengan bentuk akta
autentik (otentik), sehingga pejabat umum memiliki peran yang sangat penting
dalam pembuatan surat wasiat. Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud adalah
Notaris. Salah satu peran penting dari Notaris dalam hubungannya dengan surat
wasiat dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 943 KUH Perdata yang
berbunyi:

“Tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat
aslinya, biar dalam bentuk apa pun juga, harus, setelah si pewaris meninggal
dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”



Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
(otentik) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris.® Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, profesi Notaris ialah yang
oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk menciptakan alat pembuktian
yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebutkan dalam akta autentik

(otentik) itu pada dasarnya dianggap benar.’

Kedudukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki peran yang sangat
penting. Salah satu kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN)
adalah membuat akta autentik (otentik), termasuk membuat akta atau surat wasiat.
Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta autentik (otentik), sedangkan
akta yang dibuat hanya di antara pihak-pihak yang berkepentingan itu dinamakan
akta dibawah tangan.® Dengan demikian, peran Notaris sangat berpengaruh pada
kekuatan hukum suatu akta.

Akta autentik (otentik) merupakan alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum
pembuktian perdata. Dalam pengertian akta autentik (otentik) pada Pasal 1868
KUH Perdata dapat diuraikan 3 (tiga) unsur dari akta autentik (otentik), yaitu:

a) bentuk akta autentik (otentik) adalah sesuai dengan format yang telah
ditentukan Undang-Undang;

b) akta autentik (otentik) dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
(dalam hal surat wasiat adalah Notaris); dan

c) Akta autentik (otentik) dibuat di wilayah kerja pejabat umum atau

Notaris yang membuatnya.

® UNDANG-UNDANG RI, No. 2 TAHUN 2014, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (selanjutnya disebut dengan UUJN), Pasal 1.

7 R. SOEGONDO NOTODISOERJO, HUKUM NOTARIAT DI INDONESIA SUATU PENJELASAN 9 (CV.
Rajawali, Jakarta, 1993).

8 A. KOHAR, NOTARIS DALAM PRAKTEK HUKUM 6 (Alumni, Bandung, 1983).
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Dengan dipenuhinya unsur-unsur akta autentik (otentik) yang diuraikan dalam

Pasal 1868 KUH Perdata, maka surat wasiat umum merupakan akta autentik

(otentik). Oleh sebab itu Notaris wajib bertanggung jawab atas surat wasiat umum

yang telah dibuatnya. Salah satu bentuk kewajiban seorang Notaris yang diuraikan
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN adalah bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi

Khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris;”

Berkenaan dengan itu, terlihat jelas bahwa tanda tangan Notaris dalam pembuatan
suatu akta merupakan suatu hal yang esensial. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal
44 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap
penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak
dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Namun, dalam praktik ditemukan suatu ketidaksesuaian dengan teori. Terdapat
kondisi dimana suatu surat wasiat umum yang ternyata tidak dibubuhi tanda tangan
oleh Notaris pembuatnya (selaku pejabat umum pada waktu surat wasiat dibuat),
namun kemudian Notaris tersebut meninggal dunia sebelum surat wasiat tersebut
dibuka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN, apabila seorang Notaris meninggal
dunia, maka protokol Notaris akan diserahkan ke Notaris lain. Notaris yang
menerima protokol berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, maupun
kutipan akta atas protokol yang telah diperoleh. Namun dalam hal dimana suatu
surat wasiat umum yang tidak ditandatangan oleh Notaris pemberi protokol, Notaris
penerima protokol tidak mau mengeluarkan salinan atas surat wasiat yang tidak
ditandatangan Notaris pembuat surat wasiat itu (dalam kondisi Notaris pemberi

protokol telah meninggal dunia sehingga sulit untuk dimintakan penandatangan dari



yang bersangkutan untuk melengkapi pembuatan aktanya). Hal ini menyebabkan

munculnya pertanyaan mengenai keabsahan dari surat wasiat umum tersebut.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi Notaris tentu saja dapat disebabkan
oleh banyak hal, seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja dari Notaris
maupun ketidaktahuan dari Notaris itu sendiri. Kesalahan atau kelalaian Notaris
seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebabkan kerugian bagi para
pihak, dalam hal ini adalah penerima wasiat. Terlebih lagi kesalahan ini bukan
disebabkan oleh pemberi wasiat atau penerima wasiat dan tentu saja mereka berhak

atas perlindungan hukum terkait keabsahan surat wasiat umum yang diterimanya.

Oleh sebab itu, Penulis bermaksud mengadakan penelitian yang dituliskan dalam
bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS
KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG MINUTANYA TIDAK
DITANDATANGANI OLEH NOTARIS SELAKU PEMBUATNYA” sebagai
judul skripsinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dibuatlah rumusan
masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis mengidentifikasi

pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak
ditandatangani oleh Notaris pembuatnya?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima wasiat
terkait surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh

Notaris pembuatnya?



1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang Penulis lakukan berdasarkan dari rumusan

masalah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. mengetahui keabsahan suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak
ditandatangani oleh Notaris pembuatnya;

2. mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh penerima wasiat atas surat wasiat umum yang minutanya

tidak ditandatangani oleh Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 3 (tiga) manfaat dan

kegunaan, yaitu:

1. memberikan penjelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai kebasahan
suatu surat wasiat umum yang tidak minutanya ditandatangani oleh
Notaris pembuatnya;

2. memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas
mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris atas suatu surat
wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh Notaris
pembuatnya, sehingga dapat pula memberikan pemahaman dan
pedoman mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris atas
suatu surat wasiat umum yang minutanya tidak ditandatangani oleh

Notaris pembuatnya.

1.5. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”
mengartikan penelitian sebagai “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
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metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.’
Sedangkan menurut Bambang Waluyo, penelitian adalah “suatu kegiatan yang
terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru
guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau
hipotesa yang ada”.! Menurut Johnny Ibrahim, “Suatu penelitian ilmiah
dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang
diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat

dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif)”.1!

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya suatu metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan bidang
keilmuannya masing-masing dan juga metode yang dapat menunjang penelitian itu
sendiri. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis akan menggunakan data atau
sumber dari asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait
mengenai pembuatan surat wasiat umum oleh Notaris. Oleh karenanya, Penulis
akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif”.1?

Dalam penelitian hukum normatif, corak penalaran yang digunakan adalah corak
penalaran deduktif dengan kriteria kebenaran koheren. Corak penalaran deduktif
dalam arti menggunakan asas, norma atau teori hukum sebagai premis mayornya.
Menurut teori koherensi sendiri, sesuatu dianggap benar apabila ada kesesuaian
antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah

diterima sebagai benar.™® Oleh karenanya, kebenaran dalam penelitian ini reliable

® SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 43 (Ul Press, Jakarta, 1981).

10 BAMBANG WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTEK 2 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

11 JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF EDISI REvISI 277
(Bayumedia Publishing, Malang, 2012).

121d., pada 295.

13 B. ARIEF SIDHARTA, PENGANTAR LOGIKA SEBUAH LANGKAH PERTAMA PENGENALAN MEDAN
TELAAH 10, (Refika Aditama, Bandung, 2012).
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tanpa harus pengujian atau verifikasi empiris, namun pengujiannya dilakukan oleh

teman sejawat.

Dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, Penulis menggunakan
pendekatan perUndang-Undangan (statute approach). Pendekatan perUndang-
Undangan vaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.* Penulis akan
mencoba menjawab rumusan masalah yang ada dengan mengkaji peraturan

perUndang-Undangan yang terkait pembuatan surat wasiat umum oleh Notaris.

Penelitian ini akan menggunakan berbagai bahan kepustakaan untuk menunjang
penelitian Penulis. Sumber kepustakaan yang akan digunakan Penulis dalam

mengkaji penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,
Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, serta
Kode Etik Notaris.

2. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung
sumber hukum primer seperti: buku teks, jurnal, hasil penelitian
akademik, karya ilmiah, dan tulisan lainnya yang membahas mengenai
hukum perdata, pewarisan perdata, surat wasiat, dan Majelis Pengawas

Notaris. Penulis juga akan menggunakan beberapa teori dan asas hukum

14 BAHDER JOHAN NASUTION, METODE PENELITIAN ILMU HUKUM 92 (CV. Mandar Maju, Bandung,
2008).
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yang terdapat di dalam bahan-bahan sekunder untuk menunjang

penelitian ini.

3. Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang Penulis buat

seperti: ensiklopedia, web-site, dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bagian yang akan disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai: latar belakang, identifikasi
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika

dari penulisan penelitian hukum ini.

BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang dua hal, yakni mengenai konsep dari
sistem pewarisan dengan surat wasiat dan Jabatan Notaris. Bagian pertama akan
membahas berbagai konsep surat wasiat, mulai dari pengertian surat wasiat,
Klasifikasi surat wasiat, serta pihak-pihak dalam pembuatan surat wasiat.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Notaris dan segala hal yang terkait dengan
menjalankan jabatannya. Penulis akan menjabarkan berbagai kewajiban,
kewenangan, bahkan laranangan Notaris yang ada pada Undang-Undang Jabatan

Notaris.

BAB 111 : AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAN
MEKANISME UPAYA HUKUM DALAM BIDANG
KENOTARIATAN
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Pada bagian ini dijabarkan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, baik apa saja
macamnya hingga kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai
apa saja instrumen pengawas, pemeriksa, dan pemberi sanksi terhadap Notaris dan

upaya hukum apa saja yang dikenal dalam ranah Hukum Perdata di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KEABSAHAN SURAT WASIAT UMUM YANG
TIDAK DITANDATANGI NOTARIS PEMBUATNYA DAN
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
PIHAK TERKAIT

Pada bagian ini Penulis akan mencoba menjabarkan hasil dari penelitian, yakni

mengenai keabsahan suatu surat wasiat umum yang tidak ditandatangani oleh

Notaris serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan,

yakni penerima wasiat.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Penulis akan
merumuskan kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai penjelasan yang telah
dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang

berkaitan dengan hasil dari penelitian ini.
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